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BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2025 tentang
Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana
Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana
Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan
Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025,
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025
tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan
Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal
Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun
Berjalan Kategori Penurunan Stunting menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota dan kegiatan yang dibiayai
dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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11.
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14.

15.

16.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431); '
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12
Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 12);
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17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2025
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 35) diubah
sebagai berikut.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan

dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah mengalami perubahan dari semula
sebesar Rp5.778.240.613.863,00 (lima triliun tujuh ratus
tujuh puluh delapan milyar dua ratus empat puluh juta
enam ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh tiga
rupiah) menjadi sebesar Rp5.805.165.037.863,00 (lima
triliun delapan ratus lima milyar seratus enam puluh
lima juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh
tiga rupiah) atau bertambah sebesar
Rp26.924.424.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan
ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh
empat ribu rupiah);

b. Belanja Daerah mengalami perubahan yang semula
sebesar Rp7.802.347.022.025,00 (tujuh triliun delapan
ratus dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua
puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar
Rp7.829.271.446.025,00 (tujuh triliun delapan ratus dua
puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta
empat ratus empat puluh enam ribu dua puluh lima
rupiah) atau bertambah sebesar Rp26.924.424.000,00
(dua puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh empat
juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah;
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c. Jumlah defisit tidak mengalami perubahan dari semula
sebesar Rp.2.024.106.408.162,00 (dua triliun dua puluh
empat milyar seratus enam juta empat ratus delapan ribu
seratus enam  puluh dua rupiah) menjadi
Rp.2.024.106.408.162,00 (dua triliun dua puluh empat
milyar seratus enam juta empat ratus delapan ribu
seratus enam puluh dua rupiah); dan

d. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan tidak mengalami perubahan
yang semula sebesar Rp.2.024.106.408.162,00 (dua
triliun dua puluh empat milyar seratus enam juta
empat ratus delapan ribu seratus enam puluh dua
rupiah) menjadi Rp.2.024.106.408.162,00 (dua triliun
dua puluh empat milyar seratus enam juta empat
ratus delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah);
dan

2. Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan
dari semula Rp0,00 (nol) menjadi Rp0,00 (nol).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

a. Lampiran [ berisi mengenai ringkasan penjabaran
perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok,
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. Lampiran II berisi mengenai penjabaran perubahan
APBD menurut wurusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. Lampiran III terdiri dari :

1. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi
hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi
hibah; dan

2. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi
hibah berupa barang yang diterima serta SKPD
pemberi hibah.
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d. Lampiran IV terdiri dari :

1. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi
bantuan sosial berupa uang yang diterima serta
SKPD pemberi bantuan sosial; dan

2. Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi
bantuan sosial berupa barang yang diterima serta

SKPD pemberi bantuan sosial.

e. Lampiran V terdiri dari :

1. Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan
keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD
pemberi bantuan keuangan; dan

2. Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan
keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD
pemberi bantuan keuangan.

f. Lampiran VI terdiri dari :

1. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja
bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah
kabupaten;

2. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja
bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota; dan

3. Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja
bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.

g. Lampiran VII berisi mengenai rincian dana otonomi
khusus menurut wurusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

h. Lampiran VIII berisi mengenai rincian DBH-SDA
tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan

i. Lampiran IX berisi mengenai sinkronisasi kebijakan
pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah
perbatasan dalam rancangan perda tentang Perubahan
APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran
perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan

negara.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

EDI SUSANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 49.

Pembina
NIP. 19790831 200312 1 006




